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KATA PENGANTAR 
 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan 

hidayah, serta izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan 

Permpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat 

waktu, dengan harapan semoga nilai yang diperoleh akan lebih baik dari tahun 2018. LKjIP ini 

disusun sebagai perwujudan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lamongan 

dalam mewujudkan good government menuju arah kinerja instansi pemerintah yang semakin 

transparan dan akuntabel. 

Dasar penyajian LKjIP Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 ini didasarkan 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Hal terpenting yang dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan 

evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran 

kinerja. Secara substansi LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi 

sistem akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah yang memberikan informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan , 

Pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan 

tujuan, visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lamongan serta sebagai  wujud komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi 

hasil (Government by Result Oriented).  
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan  Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sebagai implementasi 

sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Badan 

Lingkungan Hidup atas penyelenggaraan Badan Lingkungan Hidup. Namun 

pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk 

menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan  Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan  Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. merupakan bentuk 

pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategis, yang dituangkan dalam bentuk 

tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. 

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya 

merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata 

dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan 

Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas 

dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik 

terhadap jalannya Pemerintahan. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak 

Kabupaten Lamongan. Tahun 2016 – 2021. 
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Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  

Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dilakukan dengan membandingkan antara 

rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja 

(Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil 

pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal 

tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan  Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Apabila terjadi perbedaan 

antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan 

menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. 

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran 

menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang 

dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan  Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2019 ini menyajikan hasil 

pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut : 

1. Dari sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode 

tahun 2016-2021, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada 

tahun 2019 telah dapat direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian 

sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Dinas  dan staf Pegawai 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. di 

samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait 

2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2016-2021 yang secara 

keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik. 
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Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2019 telah 

memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan  Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kinerja di masa-

masa mendatang. 

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan untuk 

Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang yaitu tahun 2016-2021 akan difokuskan 

pada saran-saran dan indikator yang telah ditetapkan, terutama indikator pelaksanaan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

1.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lamongan Tahun 2019. LKjIP Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen 

nyata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 

dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Wujud Pertanggungjawaban Pejabat Publik 

Kepada Masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun 

anggaran. Proses Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk 

LKjIP . 

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan 

Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi Organisasi 

di masing - masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini 

untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada 

tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran 

penerapan prinsip - prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya 

transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. 
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Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki 

kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Lamongan. 

Berdasarkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap efesiensi dan 

efektifitas kinerja pemerintahan, termasuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, telah membawa dampak bagi Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pembangunan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan 

bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Prinsip - Prinsip Tata Pemerintahan yang 

baik, yakni Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas. 

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang starting point  pada 

arah dan kebijakan bagi Pemberdayaan Perempuan melalui Penyelenggaraan Urusan   

Perlindungan Anak berdasar Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 serta 

penghapusan KDRT berdasar Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan 

Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak 

dengan menyikapi paradigma yang berkembang selama ini, ternyata telah terjadi gab 

(kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan masyarakat dalam 

mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Indikasi kesenjangan tersebut nampak 

pada keterbatasan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang dapat 

disediakan oleh pemerintah. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              LKjIP TAHUN 2019 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 3 

 

 

 

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 
 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lamongan berkedudukan sebagai unsur Pendukung tugas Kepala Daerah yang 

dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan  

dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 04 Tahun   

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Lamongan, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 71 Tahun 2016  

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lamongan mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah 

Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain : 

1. Perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak ; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak ; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas ; dan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 

71 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut : 

A. Kepala Dinas  

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembentuan yang diberikan kepada Daerah. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

B. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, 

mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan 

administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan 

program, keuangan  dan  aset,  hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi 

di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang-

undangan; 

2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, 

dan dokumentasi; 

3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, 

administrasi keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, dan urusan rumah tangga; 

4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas Bidang; 
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5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

6. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan 

kinerja; 

7. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja 

di lingkungan Dinas; dan 

8. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas  sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Sekretariat terdiri dari : 

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk 

hukum, dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab dinas ; 

2. Menyusun Perencanaan Kebutuhan Pegawai mulai Penempatan Formasi, 

Pengusulan dalam Jabatan, Usulan Pensiun, Peninjauan Masa Kerja, 

Pemberian Penghargaan, Kenaikan Pangkat, SKP, DUK, Sumpah/Janji ASN, 

Gaji Berkala, Kesejahteraan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai, Diklat, 

Ujian Dinas, Izin Belajar, Disiplin Pegawai, Menyusun Standar Kompetensi. 

Pegawai,Tenaga Teknis dan Fungsional dan Menyelenggarakan 

Pengelolaan Administrasi Aparatur Sipil Negara dan Lainnya; 

3. Menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai 

dinas; 

4. Menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana prasarana dinas; 

5. Melaksanakan pengadaan aset dan sarana prasarana dinas ; 

6. Melaksanakan perawatan, pemeliharan, dan pengamanan aset dan 

perlengkapan kantor ;  

7. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan ;  

8. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan, 

pendisitribusian, dan penggandaan naskah – naskah dinas ;  

9. Melak 

10. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan, 

pendistribusian,dan penggandaan naskah - naskah dinas; 
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11. Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi perjalanan 

dinas dan keprotokolan; 

12. Melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan; 

13. Melakukan administrasi kepegawaian; 

14. Menyusun rancangan usulan produk hukum daerah ; 

15. Melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik; 

dan 

16. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas 

dan fungsinya; 

b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas: 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan; 

2. Menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; 

3. Menyusun rencana kerja dan anggaran; 

4. Mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas; 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan dinas; 

6. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

7. Menyusun Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja; 

8. Melakukan inventarisasi, administrasi, Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; 

9. Menghimpun data dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan program 

anggaran dinas; 

10. Melakukan administrasi perbendaharaan keuangan dinas; 

11. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan 

dinas; 

12. Melaksanakan akuntansi dan verifikasi  pertanggungjawaban anggaran; 

13. Menyusun laporan keuangan, analisa  dan  evaluasi  laporan keuangan dinas; 

14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, 

penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan 

tuntutan ganti rugi, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 

15. Melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis dinas ; dan 

16. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai hasil 

pemeriksaan. 



                                                                                              LKjIP TAHUN 2019 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 7 

 

 

 

C. Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) 

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan melaksanakan 

dan mengkoordinasikan  program  kegiatan  Bidang Pemberdayaan Perempuan. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai  fungsi : 

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan 

Perempuan; 

2. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang 

Pemberdayaan Perempuan; 

3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup 

perempuan, peran serta perempuan penguatan ekonomi perempuan; 

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan 

Perempuan; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : 

a. Seksi Sumber Daya Ekonomi Perempuan (SEP) mempunyai tugas: 

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumber daya ekonomi 

perempuan ;  

2. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dengan instansi 

lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan di bidang 

ekonomi ; 

3. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka 

peningkatan peran serta perempuan di bidang ekonomi ; 

4. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan ekonomi perempuan ; 

5. Mengkoordinasikan  

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ekonomi dan pelaporan terhadap 

penguatan ekonomi perempuan ; dan 

7. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
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b. Seksi Partisipasi Perempuan mempunyai tugas : 

1. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dengan instansi  

atau lembaga terkait dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan di 

bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, dan lingkungan hidup ; 

2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka 

peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik 

hukum, dan lingkungan hidup ; 

3. Menyiapkan bahan analisis partisipasi perempuan dalam bidang 

pembangunan; 

4. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta perempuan dalam 

pengambilan keputusan ; 

5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 

partisipasi perempuan ; dan 

6. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan dan melaksanakan program Peningkatan Kualitas Hidup 

Perempuan (PKHP) ; 

b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kualitas Hidup 

Perempuan (PKHP) ; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka 

peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial 

budaya, politik hukum, dan lingkungan hidup ; 

d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dibidang 

kualitas hidup perempuan ; 

e. Menyiapkan bahan analisis peningkatan kualitas hidup perempuan ; 

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas 

hidup perempuan ; dan 

g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. 
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D. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Bidang Perlindungan 

Perempuan dan Anak. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 

mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan 

dan Anak; 

2. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak; 

3. Pelaksanaan sinkronisasi dan Kegiatan jaringan  perlindungan  Perempuan dan 

Anak; 

4. Penyusunan Pedoman teknis dan pelaksanaan program Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi Perlindungan Perempuan 

dan Anak, pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) korban kekerasan, eksploitasi 

dan trafficking terhadap perempuan dan anak; 

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan pelaporan perlindungan perempuan dan 

anak; dan 

7. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Terdiri dari :  

a. Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas : 

1. Meyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka 

perlindungan perempuan ; 

2. Menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang 

perlindungan perempuan ; 

3. Menyiapkan bahan upaya perlindungan khusus kepada perempuan dalam 

situasi darurat (perempuan korban perlakuan salah dan penelantaran) ; 
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4. Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan (perlindungan khusus 

baik anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta perlindungan khusus 

bagi perempuan yang menyandang disabilitas ; 

5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan 

perempuan ; dan 

6. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak (PTKA) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 2 mempunyai tugas : 

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka 

perlindungan dan tumbuh kembang anak ; 

2. Menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerja  sama  di bidang 

perlindungan dan tumbuh kembang anak ; 

3. Menyiapkan bahan upaya perlindungan khusus kepada anak dalam situasi 

situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi dan konflik sosial, anak 

korban bencana alam dan korban perlakuan salah dan penelantaran) ; 

4. Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan dan tumbuh kembang anak 

(perlindungan khusus baik anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta 

perlindungan khusus bagi anak yang menyandang disabilitas) ; 

5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan 

dan tumbuh kembang anak ; 

6. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c. Seksi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitas PA - KE) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 3 mempunyai tugas : 

1. Menyiapkan bahan penyusunan  pedoman  dan  kebijaksanaan dalam 

rangka perlindungan kekerasan dan ekspoitasi Anak ; 

2. Menyiapkan bahan sinkronisasi, Koordinasi dan kerjasama di bidang 

perlindungan kekerasan dan eksploitasi Anak ; 
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3. Menyiapkan bahan upaya perlindungan khusus bagi anak yang 

berhadapan dengan Hukum (ABH) anak tereksploitasi secara ekonomi 

dan atau seksual, anak yang diperdagangkan ; 

4. Menyiapkan bahan upaya perlindungan khusus bagi anak korban 

kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan 

seksual ;  

5. Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan anak korban kekerasan dan 

eksploitasi Anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik 

bersenjata dan anak korban bencana alam dan anak korban perlakuan 

salah dan penelantaran ; 

6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan ; 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). 

 

E. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak 

(PUHA) 

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan  mengkoordinasikan program 

kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak 

Anak (PUHA). 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan 

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang PUG dan PUHA ; 

2. Pelaksanaan Norma, standar, Prosedur dan  Kriteria  (NSPK) di Bidang PUG 

dan PUHA ; 

3. Penyediaan parameter PUG dan PUHA ; 

4. Penyusunan sistem Informasi data Gender dan Anak ; 

5. Pelaksanaan kelembagaan PUG dan PUHA pada lembaga pemerintahan ; 

6. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak di 

Kabupaten Lamongan ; 
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7. Pelaksanaan koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitas di Bidang PUG dan PUHA; 

8. Penyediaan pedoman teknis dan program PUG dan PUHA ; 

9. Pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi PUG dan PUHA ; 

10. Pelaksanaan fasilitasi jaringan PUG dan PUHA ; 

11. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang PUG dan PUHA ; 

12. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. 

 

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 

Terdiri Dari : 

a. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender 

(PUG); 

2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang 

Pengarusutamaan Gender (PUG); 

3. Melaksanakan pemetaan di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG); 

4. Melaksanakan penyiapan pedoman teknis dan program Pengarusutamaan 

Gender (PUG); 

5. Melaksanakan pengembangan,komunikasi, informasi dan edukasi tentang 

Pengarusutamaan Gender (PUG); 

6. Melaksanakan fasilitasi jejaring Pengarusutamaan Gender (PUG); 

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

Pengarusutamaan Gender (PUG); dan 

8. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

b. Seksi Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Hak Anak 

(PUHA) ; 

2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang 

Pengarusutamaan  Hak Anak (PUHA) ; 
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3. Melaksanakan penyiapan pedoman teknis dan program pengarusutaman 

Hak Anak (PUHA) ;  

4. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedian 

layanan peningkatan kualitas hidup anak ; 

5. Melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi tentang 

Pengarusutamaan  Hak Anak (PUHA) ; 

6. Melaksanakan fasilitasi, jejaring Pengarusutamaan  Hak Anak (PUHA) ; 

7. Mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai pembangunan dalam 

rangka peningkatan kualitas hidup anak ;  

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

Pengarusutamaan  Hak Anak (PUHA) ; dan 

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Seksi Sistem Data dan Informasi mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan,  analisis  dan penyajian data 

gender dan anak ; 

2. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengelolahan database gender dan 

anak ; 

3. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan 

pendataan gender dan anak ; 

4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan  terhadap  data gender 

dan anak ; 

5. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengarustamaan Gender (PUG) 

dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA). 
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1.2. Personil 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 

didukung oleh 24 orang personal yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari 

SMA sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) sebagaimana tabel 1.2.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 1.2 

Personil 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 

 

No 
Jabatan 

Struktural 
Jml Pangkat/ Golongan Jml 

Pendidikan 

Formal 
Jml Ket 

1. 

 

Kepala Dinas 

 

1 

 

Pembina Utama Muda ( IV/c ) 1 

 

S.2 

 

1 

 

 

2. Sekretaris 

 

 

1 Pembina ( IV/b )  

- 

 

1 

 

S.2 

 

1 

 

 

 

 

3. 

 

Kepala Bidang  

 

2 

1 

 

 

 

Pembina ( IV/a )  

Pembina ( IV/a )  

 

 

 

 

 

2 

1 

S.2 

S.1 

2 

1 

 

 

 

 

 

4 Kasubag  

 

2 Penata Tk. I  ( III/d )  2 

 

S.1 

 

2  

5. Kasi 

 

2 

4

1 

 

Pembina ( IV/a ) 

Penata Tk. I ( III/d )  

Penata Muda Tk I ( III/b ) 

2 

  4 

1 

 

S.2 

S.1 

S.1 

2 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 Penata Tk ( III/c )  

 

2 S.1 

 

2  

6. Staf 1 

3 

2 

1 

1 

 

Penata Tk. I ( III/d ) 

Penata ( III/c ) 

Penata Muda ( III/a )  

Pengatur ( II/c ) 

Pengatur ( II/c ) 

 

 

1 

3 

2 

1 

1 

 

 

S.1 

S.1 

S.1 

D III 

SMA 

1 

3 

2 

1 

1 

 

1 

 

Jumlah 24  24  24  
 

1.3. Sarana dan Prasarana 
 

Untuk mendukung kegiatan tugas  sehari - hari,Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

sebagaimana tabel 1.3.1, berikut ini : 
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Tabel 1.3 

Data Sarana dan Prasarana 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 

NO NAMA BARANG JUMLAH KET 

 

 

1 Mobil Dinas 4 Unit Baik 

2 Sepeda Motor Dinas 3 Unit Baik 

3 Mesin Ketik Manual 1 Unit Baik 

4 Lemari Besi/Kayu 11 Unit Baik 

5 Rak Kayu 1 Unit Baik 

6 Filling besi 11 Unit Baik 

7 Alat Penghancur Kertas 1 Unit Baik 

8 Mesin absensi 1 Unit Baik 

9 Lemari kayu 1 Unit Baik 

10 Meja tulis 5 Unit Baik 

11 Kursi tamu 1 Unit Baik 

12 Kursi putar 2 Unit Baik 

13 AC 11 Unit Baik 

14 Kipas angin 4 Unit Baik 

15 Treng air 1 Unit Baik 

16 Sound system 1 Unit Baik 

17 Camera 1 Unit Baik 

18 PC Unit 18 Unit Baik 

19 Note Book 4 Unit Baik 

20 LCD Proyektor  1 Unit  Baik 

21 Printer 20 Unit Baik 

22 Meja Kerja Pejabat Eselon II  1 Unit  Baik 

23 Meja Kerja Pejabat Eselon III 7 Unit Baik 

24 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 13 Unit Baik 

25 Meja Kerja Pegawai Non 

struktural 

7 Unit Baik 

26 Meja Rapat Pejabat Eselon II 3 Unit Baik 

27 Meja Rapat 11 Unit Baik 

28 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 Unit Baik 

29 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 Unit Baik 

30 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 24 Unit Baik 

31 Kursi Krja Pegawai Non 

Struktural 

2 Unit Baik 

32 Kursi rapat eselon III 3 Unit Baik 

33 Kursi rapat 102 Unit Baik 

34 Meja kursi tamu 2 Unit Baik 

35 Meja staf 5 Unit Baik 

36 Kursi lipat 8 Unit Baik 

37 Kursi staf 38 Unit Baik 

38 TV 1 Unit Baik 

39 CCTV 9 Unit Baik 
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1.4. Pembiayaan 
 

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak 

pada tahun 2019 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 6.197.644.054,00 

dan terealisasikan sebesar Rp. 5.997.212.529,00 atau 96,77 %. Adapun rincian  

penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut : 

 

Tabel 1.4 

Pembiayaan APBD 
 

Uraian Kegiatan Plafon Dana 

Realisasi 

Keuangan % 

2 3 8 9 

BELANJA DAERAH 6.197.644.000  5.997.212.582  96,77  

        

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.532.880.000  2.411.626.394  95,21  

        

Belanja Pegawai 2.532.880.000  2.411.626.394  95,21  

        

BELANJA LANGSUNG  3.664.764.000     3.585.586.188  97,84  

        

URUSAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

    3.664.764.000      3.585.586.188  97,84 

        

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

518.264.000  492.985.338  95,12  

        

Penyediaan Jasa Perkantoran 313.472.000  288.214.716  91,94  
 

Penyediaan barang Pakai Habis 
Perkantoran 
 

124.792.000  124.790.500  100 

Rapat-Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi 

80.000.000  79.980.122  99,98  
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Uraian Kegiatan Plafon Dana 

Realisasi 

Keuangan % 

Program peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur 
 

825.000.000  823.984.050  99,88  

        

Pengadaan Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 
 

130.000.000  129.850.000  99,88  

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 
 

187.000.000  186.998.500  100 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 
 

8.000.000  8.000.000  100 

Rehabilitasi sedang/Berat Gedung 
Kantor 
 

450.000.000  449.135.550  99,81  

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Dinas/Operasional 
 

50.000.000  50.000.000  100 

                                               

Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

11.500.000  11.175.000  97,17  

        

Pendidikan Dan Pelatihan Formal 
 

11.500.000  11.175.000  97,17  

 

   

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja Dan 
Keuangan 

80.000.000  55.652.200  69,57  

        

Penyusunan Pelaporan Keuangan 
secara Berkala 
 

40.000.000  28.858.300  72,15  

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan dan Evaluasi 

40.000.000  26.793.900  66,98  

          

Program Penguatan 
Kelembagaan Pengarusutamaan 
Gender Dan Anak  
 

400.000.000  399.750.000  99,94 
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Uraian Kegiatan Plafon Dana 

Realisasi 

Keuangan % 

        

Peningkatan Kapasitas dan 
Jaringan Kelembagaan 
Pengarustamaan Hak Anak 
 

160.000.000  160.000.000  100 

Penguatan Kelembagaan 
Pengarustamaan Gender dan 
Anak 
 

170.000.000  170.000.000  100 

Pengembangan Sistem Data dan 
Informasi PUG dan Anak 
 

70.000.000  69.750.000  99,64  

        

Program Peningkatan Kualitas 
Hidup Dan Perlindungan 
Perempuan 

635.000.000  630.800.000  99,34  

        

Pengembangan Pencegahan dan 
Perlindungan Perempuan 
 

180.000.000  179.000.000  99,44  

Pengembangan Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 

100.000.000  100.000.000  100 
 
 
 

Perlindungan Dan Tumbuh 
Kembang Anak 
 

150.000.000  149.000.000  99,33  

Pengembangan Sistem 
Pencegahan dan Fasilitasi 
Pendampingan Anak Korban 
Kekerasan dan Eksploitasi 
 

205.000.000  202.800.000  98,93  

        

Program Peningkatan Peran 
Serta dan Kesatraan Gender 
dalam Pembangunan 

1.195.000.000  1.171.239.600  98,01  

        

Pengembangan Potensi 
Organisasi dan Lembaga 
Masyarakat yang berperan dalam 
pembangunan 
 

120.000.000  119.999.600  100 
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Uraian Kegiatan Plafon Dana 

Realisasi 

Keuangan % 

 

Peningkatan kualitas hidup dan 
peran serta perempuan dalam 
pembangunan 

190.000.000  187.500.000  98,68  

Peningkatan Peran Serta dan 
Kesetaraan Gender dalam 
Pembangunan 
 

180.000.000  158.740.000  88,19  

Sosialisasi Peningkatan Peran 
Perempuan dalam Pengambilan 
Keputusan 
 

135.000.000  135.000.000  100 

Peningkatan kapasitas dan 
jaringan kelembagaan 
Pemberdayaan Perempuan dan 
anak 
 

360.000.000  360.000.000  100 

Pembinaan Perempuan di 
Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi 
Produktif 
 

210.000.000  210.000.000  100 

        

T O T A L 6.197.644.000  5.997.212.582  96,77  

 

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP 

 
LkjIP OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten 

Lamongan Tahun 2019 adalah  instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban 

dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, 

terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan 

strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

1.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  
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B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

1.1. Personil  

1.2. Sarana dan Prasarana  

1.3. Pembiayaan  

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP  

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS  

2.1. Visi dan Misi  

2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran  

2.3. Program dan Kegiatan  

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019  

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

A.1. Percapaian Kinerja  

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja  

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode 

RPJMD/RENSTRA  

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi 

Nasional      

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang telah 

Dilakukan  

A.6. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber 

Daya 

A.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang 

Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja   

B. REALISASI ANGGARAN   

BAB IV : PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

B. PENUTUP  

LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

 

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menyusun 

rencana strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD 

2016 – 2021 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima 

tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau 

mungkin timbul. 

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  dapat  digambarkan  Visi,  Misi, 

Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Dan Program yang ditetapkan dalam perencanaan 

strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lamongan, adalah sebagai berikut : 

 

2.1. Visi dan Misi 
 

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai 

pendukung  terwujudnya  Visi  tersebut  yang  selaras  dengan  Tugas  Pokok  dan 

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 

menetapkan Visi: 

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “ Pemahaman 

atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terkandung upaya melanjutkan peran 

Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera 

dan Berdaya Saing, satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala  potensi  dan  

sumber  dayanya  dalam  sistem  Pemerintahan  di  Wilayah Kabupaten Lamongan, 

lebih sejahtera   dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan 

lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas  kehidupan  yang  

layak  dan  bermartabat.  Kesejahteraan  yang  akan diwujudkan  adalah  suatu  

tatanan  yang  sesuai  dengan  kondisi  sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan 

lokal serta terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif 

daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan 

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat. 
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Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi 

yang dapat menggerakan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

Adapun Misi  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lamongan, berada pada Misi ke 5 (lima) adalah sebagai berikut: 

“Memantapkan kehidupan Masyarakat yang Tentram dan Damai dengan Menjunjung 

Tinggi Budaya Lokal.” 

 

2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 
 

Untuk menetapkan tujuan, didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan 

yang telah dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mampu 

mencapai  tujuan dan sasaran. 

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan adalah “ Mewujudkan Kehidupan 

Bermasyarakat yang Aman Tentram dan damai berdasarkan Nilai – Nilai Agama 

dan Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengurangan Kemiskinan dan 

Pengangguran ” 

Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator 

sasaran, adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

yakni : “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” dengan 

Indikator sasaran Utama “Indeks Pembangunan Gender (IPG)”. 

Adapun keserasian  program pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 

Tahun  2006  dengan  Program    di  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah 

Daerah ( RPJMD ) 2016-2021. sehingga dapat diketahui capaian kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Lamongan sebagai 

berikut :  
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Tabel 2.1 

Capaian Kinerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

Program RPJMD 
2016 - 2021 

 
Program Pendukung 
Tercapainya sasaran 

 

% Indikator Sasaran 

1 2 3 

Meningkatnya 

pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak 

1. Program Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarus utamaan 

Gender dan Anak 

2. Program 

peningkatan peran 

serta dan 

kesetaraan gender 

dalam 

pembangunan 

 

3. Program 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

dan Perlindungan 

Perempuan 

1. % Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. % Persentase kasus 

kekerasan 

perempuan yang 

diselesaikan  

 

3. % Persentase 

kasus kekerasan 

anak yang 

diselesaikan  
 
 
 
 

2.3.  Program Dan Kegiatan 
 

 
Untuk tercapainya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan pada 

ketentuan Renstra tahun 2016 - 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun 

program kerja . Berikut Tabel Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA OPD : 
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Tabel 2.2 

Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA OPD 

 

 

RPJMD KABUPATEN LAMONGAN RENSTRA DINAS PP & PA 

TUJUAN 5 SASARAN 3 TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM 

2 3 4 5 6 7 8 

Mewujudkan 

kehidupan 

bermasyarakat 

yang aman, 

tenteram dan 

damai 

berdasarkan nilai-

nilai agama dan 

hukum melalui 

pemberdayaan 

masyarakat, 

pengurangan 

kemiskinan dan 

pengangguran. 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

perempuan, 

perlindungan 

anak dan 

pelaksanaan KB 

serta 

mengendalikan 

laju 

pertumbuhan 

penduduk 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

perempuan 

dan 

perlindungan 

anak  

Indeks 

pembangunan 

gender (IPG)  

1. Meningkatnya 

peran serta 

perempuan 

dalam 

pembangunan 

1. Indeks 

pemberdayaan 

gender (IDG) 

1. Program Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender dan Anak 

2. Program Peningkatan 

Peran Serta dan 

Kesetaraan Gender 

dalam Pembangunan 

  

2. Meningkatnya 

perlindungan 

perempuan 

dan anak 

2. Persentase kasus 

kekerasan 

perempuan yang 

diselesaikan 

3. Persentase kasus 

kekerasan anak 

yang diselesaikan 

3. Program Peningkatan 

Kualitas 

Hidup,Perlindungan 

Perempuan dan Anak 
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B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 
 
 

Rencana Kinerja Tahun 2019  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan,  mempunyai sasaran strategis dan Indikator 

kinerja sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 

Sasaran Strategis dan Indikator kinerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

No Sasaran No Indikator Tahun 2019 

1 Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

1 Indeks Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

Data baru akan 
Keluar dari BPS 

Bulan Agustus 2020 
 

2 Persentase kasus kekerasan 
perempuan yang diselesaikan 
 

25 % 

3 Persentase kasus kekerasan 
anak  yang diselesaikan 
 

40 % 

 

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
 

Tabel 2.4 
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
 

No Sasaran Indikator 
Tahun 

2019 

1 

 

Meningkatnya 

peran serta 

perempuan 

dalam 

pembangunan 

 

 

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

- Program Penguatan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender dan Anak. 

76,82 % 

1. Peningkatan Kapasitas dan 

Jaringan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Hak Anak 
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No Sasaran Indikator 
Tahun 

2019 

 2. Penguatan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender dan 

Anak 

3. Pengembangan Sistem Data dan 

Informasi PUG dan Anak 

 

- Program Peningkatan Peran Serta dan 

Kesetaraan Gender Dalam 

Pembangunan. 

1. Pengembangan Potensi Organisasi 

dan Lembaga Masyarakat yang 

berperan dalam pembangunan. 

2. Peningkatan kualitas hidup dan 

peran serta perempuan dalam 

pembangunan. 

3. Peningkatan Peran Serta dan 

Kesetaraan Gender dalam 

Pembangunan. 

4. Sosialisasi Peningkatan Peran 

Perempuan dalam Pengambilan 

Keputusan. 

5. Peningkatan kapasitas dan jaringan 

kelembagaan Pemberdayaan dan 

Anak. 

6. Pembinaan Perempuan di 

Pedesaan dalam Bidang Ekonomi 

Produktif. 
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No Sasaran Indikator 
Tahun 

2019 

2 Meningkatnya 

perlindungan 

perempuan dan 

anak 

a. Persentase kasus kekerasan 

perempuan yang diselesaikan 

b. Persentase kasus kekerasan anak 

yang diselesaikan 

25% 

 

40% 

  - Program Peningkatan Kualitas Hidup 

Dan Perlindungan Perempuan dengan 

kegiatan antara lain 

 

1. Pengembangan Pencegahan dan 

Perlindungan Perempuan. 

2. Pengembangan Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A). 

3. Perlindungan dan Tumbuh 

Kembang Anak. 

4. Sistem Pencegahan dan Fasilitasi 

Pendampingan Anak Korban 

Kekerasan dan Eksploitasi 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 
Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lamongan adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja kinerja  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tahun 2019 tergambar dalam tingkat 

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran 

kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan 

secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan 

yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala 

dan permasalahan. 

Pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi dan untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. 

 

A.1. Realisasi Kinerja Tahun 2019 

 

Tabel 3.1 

Realisasi Kinerja Tahun 2019 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

TUJUAN (RPJMD) SASARAN 3 

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat 

yang aman, tenteram dan damai 

berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum 

melalui pemberdayaan masyarakat, 

pengurangan kemiskinan dan 

pengangguran. 

Meningkatnya pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak dan pelaksanaan KB 

serta mengendalikan laju pertumbuhan 

penduduk 
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No Indikator kinerja Target 2019 Realisasi 2019 Capaian (%) 

1 2 3 4 5 

1 Indeks Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

76,82 % Data baru akan 
Keluar dari BPS 
Bulan Agustus 

2020 

 

- 

2 Persentase kasus 
kekerasan perempuan 
yang diselesaikan 
 

25% 50 % 200 % 

3 Persentase kasus 
kekerasan anak  yang 
diselesaikan 
 

40% 109,52 % 273.8 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Tahun 2019 telah mencapai target 

yang ditentukan sebelumnya. Adapun rincian Indikator Capaian Program dari masing -

masing Program pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator kinerja dari Program 

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak serta Program 

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana 

Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Tahun 2016-2021. Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2019 

sebesar 76,82 % dan Realisasi data IDG Tahun 2019 baru akan Keluar dari BPS 

Bulan Agustus Tahun 2020. 

2. Persentase kasus kekerasan Perempuan yang diselesaikan  

Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan merupakan indikator 

kinerja dari Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 

Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan memiliki target yang telah 

ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan 
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dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021. Target persentase kasus kekerasan 

perempuan yang diselesaikan pada Tahun 2019 sebesar 25 % dan telah terealisasi 

sebesar 50 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh 

capaian sebesar 200%.  

3. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan  

Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan merupakan indikator kinerja dari 

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Persentase 

kasus kekerasan anak yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Tahun 2016-2021. Target persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan 

pada Tahun 2019 sebesar 40 % dan telah terealisasi sebesar 109,52 %, sehingga 

telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 273.8%.  

 

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 

Tabel 3.2 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019 

 

No Indikator kinerja 

REALISASI 
 

2018 2019 

1 2 4 5 

1 Indeks Pemberdayaan Gender 67,95 % Data baru akan 
Keluar dari BPS 

Bulan Agustus 2020 
 

2 Persentase kasus kekerasan 
perempuan yang diselesaikan 
 

38,1 % 50 % 

3 Persentase kasus kekerasan anak 
yang diselesaikan 
 

45,1 % 109,52 % 
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Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi kinerja pada Tahun 2018 dan 

Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebagai berikut :  

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator kinerja dari Program 

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak serta Program 

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Realisasi 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2018 sebesar 67,95 % dan pada 

Tahun 2019 realisasi data IDG baru akan Keluar dari BPS Bulan Agustus Tahun 

2020.  

2. Persentase kasus kekerasan Perempuan yang diselesaikan  

Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan merupakan indikator 

kinerja dari Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 

Realisasi persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan pada Tahun 

2018 sebesar 38, 1 % dan pada Tahun 2019 terealisasi sebesar 50 % sehingga 

mengalami peningkatan sebesar 11,9 %. Peningkatan tersebut disebabkan karna 

koordinasi antar jejaring yang semakin baik, sehingga pelayanan pendampingan 

dapat dilakukan secara optimal.  

3. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan  

Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan merupakan indikator kinerja dari 

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Realisasi 

persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan pada Tahun 2018 sebesar 45, 1 

% dan pada Tahun 2019 terealisasi sebesar 109,52 % sehingga mengalami 

peningkatan sebesar 64,42 %. Peningkatan tersebut disebabkan karna koordinasi 

antar jejaring yang semakin baik, sehingga pelayanan pendampingan dapat dilakukan 

secara optimal.  
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A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA 

 

Tabel 3.3 

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
FORMULA INDIKATOR 

Realisasi OPD 
Akhir Periode 

RPJMD/RENSTRA 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 Meningkat
nya 
Pemberday
aan 
Perempua
n dan 
Perlindung
an Anak 

Meningkat
nya peran 
serta 
perempuan 
dalam 
pembangu
nan 

Indeks 
Pemberdaya
an Gender 

IDG merupakan indikator komposit untuk melihat 
peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi 
dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk 
mengukur ketimpangan 
 

1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) 
 

Ipar           = Indeks Keterwakilan di parlemen 
IDM         = Indeks pengambilan keputusan 
Iinc-dist    = Indeks distribusi pendapatan 

76,82 
% 

Data baru akan 
Keluar dari 
BPS Bulan 

Agustus 2020 

81,58% - 

  Meningkat
nya 
perlindung
an 
perempuan 
dan anak  

Persentase 
kasus 
kekerasan 
perempuan 
yang 
diselesaikan 

 
Jumlah kasus kekerasan perempuan yang 

diselesaikan 
Jumlah  pengaduan kasus kekerasan 

perempuan 

x 100 25 % 5 
10 

50 % 35 % - - 

    
 

 
 

      

  

  

Persentase 
kasus 
kekerasan 
anak yang 
diselesaikan 

 
Jumlah kasus kekerasan anak yang 

diselesaikan 
Jumlah  pengaduan kasus kekerasan 

anak 

 
x 100 

40 % 23 
21 

109,52% 45 % - - 
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A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional 

Tabel 3.4 

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
FORMULA INDIKATOR 

Realisasi OPD Realisasi Nasional 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 Meningkat
nya 
Pemberday
aan 
Perempua
n dan 
Perlindung
an Anak 

Meningkat
nya peran 
serta 
perempuan 
dalam 
pembangu
nan 

Indeks 
Pemberdaya
an Gender 

IDG merupakan indikator komposit untuk melihat 
peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi 
dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk 
mengukur ketimpangan 
 

1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) 
 

Ipar           = Indeks Keterwakilan di parlemen 
IDM         = Indeks pengambilan keputusan 
Iinc-dist    = Indeks distribusi pendapatan 

76,82 % Data baru akan 
Keluar dari 
BPS Bulan 

Agustus 2020 

- - 

  Meningkat
nya 
perlindung
an 
perempuan 
dan anak  

Persentase 
kasus 
kekerasan 
perempuan 
yang 
diselesaikan 

 
Jumlah kasus kekerasan perempuan yang 

diselesaikan 
Jumlah  pengaduan kasus kekerasan 

perempuan 

x 100 25 % 5 
10 

50 % - - - 

    
 

 
 

   
 

  

  

  

Persentase 
kasus 
kekerasan 
anak yang 
diselesaikan 

 
Jumlah kasus kekerasan anak yang 

diselesaikan 
Jumlah  pengaduan kasus kekerasan 

anak 

 
x 100 

40 % 23 
21 

109,52% - - - 
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A5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan 

Realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

tahun 2019 telah memenuhi target   yang   ditetapkan   sebagaimana   ditetapkan   dalam 

indikator sasaran program kerja. Adapun faktor   yang   mendukung secara   umum 

keberhasilan realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

tahun 2019 antara lain : 

a. Adanya  koordinasi  dan  kamunikasi  yang  terjalin  baik  diantara masing - masing 

bidang; 

b. Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta  petunjuk  

operasional  yang  dapat  dipahami  segenap  aparatur; 

c. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 

2019 yang berdedikasi dan memiliki integritas serta dilaksanakan dengan penuh 

tanggungjawab. 

 

Capaian kinerja pada tahun 2019 berdasarkan indikator sasaran sebagai berikut:  

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat peran aktif 

perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi 

untuk mengukur ketimpangan. Dalam memperoleh data IDG, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah melakukan 

kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan. Target Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu 76,82 %, 

sedangkan untuk realisasi data IDG baru akan keluar pada Bulan  Agustus Tahun 

2020.  

b. Kasus kekerasan pada perempuan yang diselesaikan telah terealisasi sebesar 50 % 

dari target yang telah ditetapkan yaitu 25%, hal ini dikarenakan keberhasilan dalam 

memberikan advokasi dan kesadaran untuk memberikan pelaporan sehingga 

pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan 

bisa dilakukan pendampingan. Selain itu, koordinasi antar jejaring yang semakin baik 

membuat pelayanan pendampingan dapat dilakukan secara optimal sehingga kasus 

kekerasan perempuan yang diselesaikan meningkat.  
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c. Kasus kekerasan pada Anak yang diselesaikan telah terealisasi sebesar 109,52 

% dari target yang ditetapkan yaitu 40%, Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam 

memberikan advokasi dan kesadaran untuk memberikan pelaporan serta terciptanya 

Forum anak dan Kota Layak Anak (KLA). Selain itu, koordinasi antar jejaring yang 

semakin baik membuat pelayanan pendampingan dapat dilakukan secara optimal 

sehingga kasus kekerasan anak yang diselesaikan meningkat.  

 

1. Permasalahan 

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan 

dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai  berikut : 

a. Pemahaman terhadap hak- hak anak oleh masyarakat masih rendah karena masih 

terbatas jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi. 

b. Penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak belum dapat dilakukan secara 

optimal karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran yang 

terbatas. 

c. Banyaknya remaja yang terjebak dalam modernisasi sehingga banyak mendapatkan 

masalah pergaulan dan seksualitas (kehamilan tak diinginkan dan aborsi), terinfeksi 

penyakit menular seksual (IMS), HIV dan AIDS, penyalahgunaan NAPZA dan 

sebagainya. 

 

2. Solusi  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan 

antara lain : 

a. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif belum memiliki daya saing yang tinggi, perlu 

mendapatkan pelatihan dalam berbagai aspek dan bantuan alat usaha serta bantuan 

modal usaha. 

b. Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertakwa serta terlindungi. 

c. Membentuk Forum anak dan Kota Layak Anak (KLA) . 

d. Meningkatkan perlindungan anak melalui kegiatan sosialisasi dan pembentukan 

Gugus Tugas dan Satuan Tugas. 
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e. Melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan dinas terkait melalui leafleat 

dan brosur, dengan sasaran yang lebih luas dan mengusulkan penyediaan sarana 

dan prasarana serta anggaran yang mendukung kegiatan sosialisasi. 

f.     Meningkatkan Sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantapan dan 

keterpaduan program. 

g. Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal, tokoh 

masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan dukungan 

terhadap program. 

h. Memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal. 

 

A.6.  Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Pelaksanaan program kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak disusun dan dituangkan dalam perencanaan  strategis  (RENSTRA)  

tahun  2016-2021 yang  penjabaran  opersional  rencana  tahunannya  yang tertuang 

dalam dokumen RENJA dengan berpedoman RPJMD Kabupaten  Lamongan dan sesuai 

dengan VISI dan MISI Bupati Lamongan Tahun 2016-2021. Pada penyusunannya juga 

memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah.  Sehubungan dengan  hal 

dimaksud  dalam penyusunan rencana kegiatan  didasarkan    memfokuskan terhadap 

tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  adalah  salah  satu  

perangkat daerah berdasarkan kewenangannya adalah penyelenggara  Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, 

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria 

serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak. 

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan  efektitas  

koordinasi  dan  kerjasama  dengan  stake  holder yang ada di Kabupaten dalam 

mendukung setiap program pembangunan di wilayah Kabupaten yang diarahkan dalam 

pencapaian visi dan misi. 
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A.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Pencapaian Kinerja 

Program yang menunjang keberhasilan/pencapaian kinerja program adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 3.5 

Realisasi Pencapaian Kinerja Program  

Uraian Kegiatan Plafon Dana 

Realisasi 

Fisik 

Keuangan % 

2 3 8 9  

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

518.264.000 492.985.338 95,12 100 % 

Program peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur 

825.000.000 823.984.050 99,88 100 % 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

11.500.000 11.175.000 97,17 100 % 

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan Keuangan 

80.000.000 55.652.200 69,57 100 % 

Program Penguatan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender Dan 

Anak  

400.000.000 399.750.000 99,94 100 % 

Program Peningkatan Kualitas 

Hidup Dan Perlindungan 

Perempuan 

635.000.000 630.800.000 99,34 100 % 

Program Peningkatan Peran Serta 

dan Kesatraan Gender dalam 

Pembangunan 

1.195.000.000 1.171.239.600 98,01 100 % 

      

T O T A L 6.197.644.000 5.997.212.582 96,77 100 % 
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Dari ke 7 (tujuh) program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak  Tahun 2019 jika dilihat dari realisasi fisik ada beberapa program 

yang tidak mencapai 100%, sedangkan untuk realisasi keuangan ada satu program yang 

capaiannya kecil yaitu di program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 69,57%. Hal ini terkendala pada padatnya jadwal kegiatan bagian 

program dan keuangan sehingga tidak memungkinkan mengadakan rapat sesuai 

perencanaan yang direncanakan. 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ pencapaian kinerja kegiatan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Realisasi Pencapaian Kinerja Kegiatan 

Uraian Kegiatan Plafon Dana 

Realisasi 

Fisik 

Keuangan % 

2 3 8 9  

Penyediaan Jasa Perkantoran 313.472.000 288.214.716 91,94 
 

100 % 

Penyediaan barang Pakai Habis 
Perkantoran 
 

124.792.000 124.790.500 100 100 % 

Rapat-Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi 

80.000.000 79.980.122 99,98 100 % 

Pengadaan Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 
 

130.000.000 129.850.000 99,88 100 % 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 
 

187.000.000 186.998.500 100 100 % 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 
 

8.000.000 8.000.000 100 100 % 

Rehabilitasi sedang/Berat Gedung 
Kantor 
 

450.000.000 449.135.550 99,81 100 % 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Dinas/Operasional 
 

50.000.000 50.000.000 100 100 % 

Pendidikan Dan Pelatihan Formal 
 

11.500.000 11.175.000 97,17 100 % 
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Uraian Kegiatan Plafon Dana 

Realisasi 

Fisik 

Keuangan % 

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

secara Berkala 

40.000.000 28.858.300 72,15 100 % 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan dan Evaluasi 

40.000.000 26.793.900 66,98 100 % 

Peningkatan Kapasitas dan 

Jaringan Kelembagaan 

Pengarustamaan Hak Anak 

160.000.000 160.000.000 100 100 % 

Penguatan Kelembagaan 

Pengarustamaan Gender dan 

Anak 

170.000.000 170.000.000 100 100 % 

Pengembangan Sistem Data dan 

Informasi PUG dan Anak 

70.000.000 69.750.000 99,64 100 % 

Pengembangan Pencegahan dan 

Perlindungan Perempuan 

180.000.000 179.000.000 99,44 100 % 

Pengembangan Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 

100.000.000 100.000.000 100 

 

 

100 % 

Perlindungan Dan Tumbuh 

Kembang Anak 

150.000.000 149.000.000 99,33 100 % 

Pengembangan Sistem 

Pencegahan dan Fasilitasi 

Pendampingan Anak Korban 

Kekerasan dan Eksploitasi 

205.000.000 202.800.000 98,93 100 % 

Pengembangan Potensi 

Organisasi dan Lembaga 

Masyarakat yang berperan dalam 

pembangunan 

120.000.000 119.999.600 100 100 % 

Peningkatan kualitas hidup dan 190.000.000 187.500.000 98,68 100 % 
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Uraian Kegiatan Plafon Dana 

Realisasi 

Fisik 

Keuangan % 

peran serta perempuan dalam 

pembangunan 

Peningkatan Peran Serta dan 

Kesetaraan Gender dalam 

Pembangunan 

180.000.000 158.740.000 88,19 100 % 

Sosialisasi Peningkatan Peran 

Perempuan dalam Pengambilan 

Keputusan 

135.000.000 135.000.000 100 100 % 

Peningkatan kapasitas dan 

jaringan kelembagaan 

Pemberdayaan Perempuan dan 

anak 

360.000.000 360.000.000 100 100 % 

Pembinaan Perempuan di 

Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi 

Produktif 

210.000.000 210.000.000 100 100 % 

      

T O T A L 6.197.644.000 5.997.212.582 96,77 100 % 

 

Dari uraian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa 24 ( dua puluh empat ) 

kegiatan semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, meskipun ada 

beberapa capaian yang masih kurang dari 90%. Capaian kinerja dari kegiatan di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi tolak ukur untuk 

peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya. 

B. REALISASI ANGGARAN 
 

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan pada urusan Permberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 dengan alokasi anggaran 

pembangunan sebesar Rp. 6.197.644.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 
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5.997.212.582,00 atau 96,77% Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan 

sebagai berikut : 

 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Sub Kegiatan Antara Lain 

: 

a. Penyediaan Jasa Perkantoran dengan alokasi Rp.313.472.000,00 dipergunakan 

untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran. Adapun realisasi 

keuangan sebesar Rp.288.214.716,00 atau 91,94% dan fisik 100%. Tidak 

Terserap Karena sesuai dengan realisasi / tagihan. 

b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran dengan alokasi Rp.124.792.000,00 

dipergunakan untuk memenuhi barang habis pakai perkantoran. Adapun 

realisasi keuangan sebesar Rp.124.790.500,00 atau 100% dan fisik 100%. 

c. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan alokasi Rp.80.000.000,00 

dipergunakan untuk rapat – rapat koordinasi dan konsultasi. Adapun realisasi 

keuangan sebesar Rp.79.980.122,00 atau 99,98% dan fisik 100%. Tidak 

Terserap karena menyesuaikan realisasi. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Sub Kegiatan 

Antara Lain : 

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi 

Rp.130.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi perlengkapan dan peralatan 

gedung kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.129.850.000,00 atau 

99,88% dan fisik 100%.  

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi Rp.187.000.000,00 

dipergunakan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.186.998.500,00 atau 100 % dan fisik 

100%. 

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 

dengan alokasi Rp.8.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi pemeliharaan 

rutin/berkala mobil jabatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.000.000,00 

atau 100% dan fisik 100%. 

d. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor dengan alokasi Rp.450.000.000,00 

dipergunakan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas. 
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Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.449.135.550,00 atau 99,81% dan fisik 

100%. Tidak Terserap karena menyesuaikan dengan realisasi dan kontrak. 

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan alokasi 

Rp.50.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala 

Kendaraan dinas/ operasional. Adapun realisasi keuangan sebesar 

Rp.50.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100%. 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Sub Kegiatan 

Antara Lain : 

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi Rp.11.500.000,00 

dipergunakan untuk memenuhi pendidikan dan pelatihan formal. Adapun 

realisasi keuangan sebesar Rp.11.175.000,00 atau 97,17 % dan fisik 100%. 

Tidak Terserap karena menyesuaikan kebutuhan. 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 

Keuangan dengan Sub Kegiatan Antara Lain : 

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala dengan alokasi 

Rp.40.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Pelaporan Keuangan secara 

berkala. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.28.858.300,00 atau 72,15 % 

dan fisik 100%. Tidak Terserap dikarenakan padatnya jadwal kegiatan bagian 

keuangan sehingga tidak memungkinkan mengadakan rapat sesuai 

perencanaan yang direncanakan. 

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi dengan alokasi 

Rp.40.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi perencanaan dan evaluasi. 

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.26.793.900,00 atau 66,98 % dan fisik 

100%. Tidak Terserap dikarenakan padatnya jadwal kegiatan bagian program 

sehingga tidak memungkinkan mengadakan rapat sesuai perencanaan yang 

direncanakan. 

5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak dengan 

Sub Kegiatan Antara Lain : 

a. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak 

dengan alokasi Rp. 160.000.000,00 dipergunakan untuk Peningkatan Kapasitas 

dan Jaringan Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak. Adapun realisasi 

keuangan sebesar Rp. 160.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100%. 
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b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan alokasi 

Rp.170.000.000,00 dipergunakan untuk Penguatan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender dan Anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 

170.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100%. 

c. Pengembangan Sistem Data dan Informasi PUG dan Anak dengan alokasi dana 

sebesar Rp.70.000.000 yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pengembangan 

Sistem Data dan Informasi PUG dan Anak. Adapun realisasi keuangan sebesar 

Rp.69.750.000,00 atau 99,64% dan fisik 100%.  

6. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dengan 

Sub Kegiatan Antara Lain : 

a. Pengembangan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dengan alokasi 

dana sebesar Rp.180.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pengembangan 

Pencegahan dan Perlindungan Perempuan. Adapun realisasi keuangan sebesar 

Rp.179.000.000,00 atau 99,44% dan fisik 100%. Tidak Terserap karena pada 

perencanaan pembuka acara adalah eselon II A, pada saat pelaksanaan 

kegiatan berhalangan hadir, maka tidak diserap.    

b. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,00 yang dipergunakan 

untuk Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.100.000.000,00 

atau 100 % dan fisik 100 %.  

c. Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dengan alokasi dana sebesar 

Rp.150.000.000,00 yang dipergunakan untuk Perlindungan dan Tumbuh 

Kembang Anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.149.000.000,00 atau 

99,33 % dan fisik 100 %. Tidak Terserap karena pada perencanaan pembuka 

acara adalah eselon II A, pada saat pelaksanaan kegiatan berhalangan hadir, 

maka tidak diserap. 
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d. Pengembangan Sistem Pencegahan dan Fasilitasi Pendampingan Anak Korban 

Kekerasan dan Eksploitasi dengan alokasi dana sebesar Rp.205.000.000,00 

yang dipergunakan untuk Pengembangan Sistem Pencegahan dan Fasilitasi 

Pendampingan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi. Adapun realisasi 

keuangan sebesar Rp.202.800.000,00 atau 98,93% dan fisik 100%. Tidak 

Terserap karena pada perencanaan pembuka acara adalah eselon II A, pada 

saat pelaksanaan kegiatan berhalangan hadir, maka tidak diserap. 

7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 

dengan Sub Kegiatan Antara Lain : 

a. Pengembangan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan 

dalam pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 120.000.000,00 yang 

dipergunakan untuk Pengembangan Potensi Organisasi dan Lembaga 

Masyarakat yang berperan dalam pembangunan. Adapun realisasi keuangan 

sebesar Rp. 119.999.600,00 atau  100 % dan fisik 100 %. 

b. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan 

dengan alokasi dana sebesar Rp. 190.000.000,00 yang dipergunakan untuk 

Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan. 

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 187.500.000,00 atau  98,68 % dan fisik 

100 %. Tidak Terserap karena kegiatan hanya dilaksanakan 2 hari dari rencana 

awal 3 hari. 

c. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan 

alokasi dana sebesar Rp. 180.000.000,00 yang dipergunakan untuk Peningkatan 

Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Adapun realisasi 

keuangan sebesar Rp. 158.740.000,00 atau  88,19 % dan fisik 100 %. Tidak 

Terserap karena perubahan sasaran yang di undang maka bantuannya tidak 

diberikan.  

d. Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 

dengan alokasi dana sebesar Rp. 135.000.000,00 yang dipergunakan untuk 

Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan. 

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 135.000.000,00 atau  100 % dan fisik 

100% 
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e. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan dan Anak 

dengan alokasi dana sebesar Rp. 360.000.000,00 yang dipergunakan untuk 

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan dan Anak. 

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 360.000.000,00 atau  100 % dan fisik 

100%. 

f. Pembinaan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif dengan 

alokasi dana sebesar Rp. 210.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pembinaan 

Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif. Adapun realisasi 

keuangan sebesar Rp. 210.000.000,00  atau 100 % dan fisik 100 % 
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Tabel 3.7 

Monitoring Rencana Aksi Tahun 2019 

NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

2019 Realisasi 

PPTK 
Target Anggaran 

TW I TW II TW III TW IV 

% Anggaran % Anggaran % Anggaran % Anggaran 

1. Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Hidup dan 
Perlindungan 
Anak 

Jumlah perempuan 
yang berpartisipasi 
dalam 
pembangunan 

272.105 
Peremp

uan 

400.000.000 7.5
5% 

30.187.800 32.
66
% 

130.635.400 50,
55
% 

202.205.800 99,
94
% 

399.750.000 Kabid 
PUG & 
PUHA 

 Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutam
aan Gender 
dan Anak 

Jumlah Peserta Yang 
mengikuti sosialisasi 
PPRG 

2 kali 65 
peserta 

170.000.000 17,
76
% 

30.187.800 38.
94
% 

66.201.800 53.
15
% 

90.351.800 100
% 

170.000.000 Kasi 
PUG 

  Jumlah Baliho 
tentang Kesetaraan, 
Keadilan Gender dan 
Anak 
 

6 baliho          

  Jumlah Sosialisasi 
Advokasi dan 
Fasilitasi PUG bagi 
Perempuan 
 
 
 

2 kali 50 
orang 
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NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

2019 Realisasi 

PPTK 
Target Anggaran 

TW I TW II TW III TW IV 

% Anggaran % Anggaran % Anggaran % Anggaran 

 Peningkatan 
Kapasitas dan 
Jaringan 
Kelembagaan 
Pengarusutam
aan Hak Anak 

Jumlah 
Pembinaan/Pembent
ukan Forum Anak 
 

6 kali 
pembina

an / 
pembina

an 

160.000.000 - - 21.
20
% 

33.923.600 36.
44
% 

58.304.000 100
% 

160.000.000 Kasi 
PUHA 

  Jumlah Koordinasi 
dan Evaluasi 
Kabupaten Layak 
Anak 

2 kali 
koordina

si 

         

  Jumlah Peserta 
Pelatihan Konvensi 
Hak Anak 

40 
peserta 

         

 Pengembanga
n Sistem data 
dan Informasi 
PUB dan Anak 
 
 

Jumlah kecamatan 
yang menerapkan 
sistem informasi 
gender dan anak di 
kecamatan 

27 
kecamat

an 

70.000.000 - - 43.
59
% 

30.510.000 76.
50
% 

53.550.000 99,
64
% 

69.750.000 Kasi 
Sistem 
Data 
dan 

Inform
asi  Jumlah Peserta 

Evaluasi 
Pengarusutamaan 
Gender 

54 orang          

Jumlah buku profil 
gender dan anak 
 
 

100 
buku 
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NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

2019 Realisasi 

PPTK 
Target Anggaran 

TW I TW II TW III TW IV 

% Anggaran % Anggaran % Anggaran % Anggaran 

2. Program 
Peningkatan 
peran serta 
dan 
kesetaraan 
Gender dalam 
pembangunan 

Jumlah pelaku 
usaha perempuan 
dibidang ekonomi 
produktif 

82.771 
Peremp

uan 

1.195.000.00
0 

5.3
8% 

64.303.600 23.
60
% 

282.010.000 76.
62
% 

915.645.700 98,
01
% 

1.171.239.60
0 

Kabid 
Pemb
erdaya

an 
Perem
puan 
(PP) 

 Pengembanga
n Potensi 
Organisasi dan 
Lembaga 
Masyarakat 
yang berperan 
dalam 
pembangunan 

Jumlah anggota 
organisasi 
perempuan yang 
mengikuti pembinaan 

150 
orang (2 
keg x 75 
orang) 

120.000.000 53.
59
% 

64.303.600 100
% 

119.999.600 - - - - Kasi 
Pengin
gkatan 
Kualita

s 
Hidup 
Perem
puan 

  Jumlah peserta 
sosialisasi Gerakan 
Sayang Ibu (GSI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
orang (2 
keg x 75 
orang) 

150 
orang (2 
keg x 75 
orang) 
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NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

2019 Realisasi 

PPTK 
Target Anggaran 

TW I TW II TW III TW IV 

% Anggaran % Anggaran % Anggaran % Anggaran 

 Peningkatan 
kualitas hidup 
dan peran 
serta 
perempuan 
dalam 
pembangunan 

Jumlah peserta yang 
mengikuti pameran 
hasil karya 
perempuan dibidang 
pembangunan 

135 
peserta 
1 keg (2 

hari) 

190.000.000 - - - - 59,
83
% 

113.679.300 98,
68
% 

187.500.000 Kasi 
Pengin
gkatan 
Kualita

s 
Hidup 
Perem
puan   Jumlah peserta 

pembinaan 
peningkatan kualitas 
hidup lansia 

2 keg 
100 

peserta 

         

  Jumlah perempuan 
enterpreneur yang 
mendapatkan 
penghargaan 

3 
perempu

an 
pelopor / 
enterpre

neur 

         

 Sosialisasi 
Peningkatan 
Peran 
Perempuan 
dalam 
Pengambilan 
Keputusan 

Jumlah Peserta 
Pembinaan 
Peningkatan 
Kapasitas pendidikan 
dan wawasan 
perempuan dalam 
pembangunan di 
bidang politik dan 
jabatan public 
 

1 keg 
100 

peserta 
(1x2 
hari) 

135.000.000 - - - - 88
% 

118.800.000 100
% 

135.000.000 Kasi 
Pengin
gkatan 
Kualita

s 
Hidup 
Perem
puan 
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NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

2019 Realisasi 

PPTK 
Target Anggaran 

TW I TW II TW III TW IV 

% Anggaran % Anggaran % Anggaran % Anggaran 

  Jumlah pembinaan 
dan pengembangan 
karakteristik 
perempuan yang 
berjiwa pemimpin 
guna mewujudkan 
keadilan dan 
kesetaraan gender 

1 keg 80 
orang 

         

 Peningkatan 
kapasitas dan 
jaringan 
kelembagaan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
dan anak 

Jumlah rumah 
keluarga tidak 
mampu yang 
diplester 

40 
rumah 

360.000.000 - - 22.
74
% 

81.860.400 100
% 

360.000.000 - - Kasi 
Sumbe
rdaya 
ekono

mi 

  Jumlah peserta yang 
mengikuti 
pemberdayaan 
pengembang 
ekonomi lokal 

55 orang           

  Jumlah perempuan 
kepala keluarga 
(PEKKA) yang dibina 
dalam meningkatkan 
kesejahteraan 
keluarga 
 

180 
kader 
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NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

2019 Realisasi 

PPTK 
Target Anggaran 

TW I TW II TW III TW IV 

% Anggaran % Anggaran % Anggaran % Anggaran 

  Jumlah kelompok 
yang dibina untuk 
meningkatkan 
kualitas anggota 

2 
kelompo

k 
perempu

an 

          

 Pembinaan 
Perempuan di 
Pedesaan 
dalam Bidang 
Ekonomi 
Produktif 
 

Jumlah perempuan 
pekerja rumahan 
uang dibina 

38 
pekerja 

rumahan 

210.000.000 - - 38.
17
% 

80150000 74.
50
% 

156.440.000 100
% 

210.000.000 Kasi 
Sumbe
rdaya 
ekono

mi 

  Jumlah kelompok 
usaha perempuan 
yang mendapat 
pembinaan 
pemasaranJumlah 
kelompok usaha 
perempuan yang 
mendapat pembinaan 
pemasaran 

3 
kelompo

k 
perempu

an 

         

  Jumlah perempuan 
muda produktif yang 
dibina dalam 
pembuatan kue 
kering 
 

45 
perempu
an muda 
produktif 
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NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

2019 Realisasi 

PPTK 
Target Anggaran 

TW I TW II TW III TW IV 

% Anggaran % Anggaran % Anggaran % Anggaran 

  Jumlah perempuan 
yang mengikuti 
bimbingan 
manajemen usaha 
 

40 
perempu

an 

          

3. Program 
Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusuta
maan Gender 
dan Anak 

Persentase Kasus 
kekerasan 
perempuan yang 
diselesaikan 

25 % 635.000.000 - - 35.
02
% 

222.381.000 63.
67
% 

404.317.600 99,
34
% 

630.800.000 Kabid 
PPA 

Persentase Kasus 
kekerasan anak 
yang diselesaikan 
 

40 %           

Pengembanga
n Pencegahan 
dan 
Perlindungan 
Perempuan 

Jumlah peserta yang 
mengikuti sosialisasi 
Undang-undang RI 
No.23 Tahun 2004 
tentang Kekerasan 
dalam Rumah 
Tangga 
 
 
 

100 
orang 

180.000.000 - - 43.
45
% 

78.202.400 67,
87
% 

122.157.400 99,
44
% 

179.000.000 Kasi 
Perlind
ungan 
Perem
puan 
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NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

2019 Realisasi 

PPTK 
Target Anggaran 

TW I TW II TW III TW IV 

% Anggaran % Anggaran % Anggaran % Anggaran 

Jumlah Peserta yang 
mengikuti Pelatihan 
bagi SDM/Workshop 
Identifikasi dan 
Pendampingan 
Perempuan Korban 
Kekerasan 

100 
orang 

          

Jumlah peserta yang 
mengikuti sosialisasi / 
kampanye Three 
Ends 
 

100 
orang 

          

 
 

Pengembanga
n Pusat 
Pelayanan 
Terpadu 
Pemberdayaan 
Perempuan 
dan Anak 
(P2TP2A) 
 

Jumlah Pendamping 
Kasus Kekerasan 
Terhadap 
Perempuan dan Anak 
serta Operasional 
P2TP2A 
 

6 orang 
relawan 
pendam
ping dan 
2 orang 
fulltime 

100.000.000 - - 48,
52
% 

48516800 57,
22
% 

57216800 100
% 

100.000.000 Kasi 
Perlind
ungan 
Perem
puan 
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NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

2019 Realisasi 

PPTK 
Target Anggaran 

TW I TW II TW III TW IV 

% Anggaran % Anggaran % Anggaran % Anggaran 

 
 
 
 

Perlindungan 
dan Tumbuh 
Kembang Anak 

Jumlah peserta yang 
mengikuti sosialisasi 
Undang-undang 
penyalahgunaan 
NAPZA dan 
Pornografi 
 

100 
orang 

150.000.000 - - 26.
53
% 

54.381.800 72,
44
% 

76.451.600 98,
93
% 

202.800.000 Kasi 
Perlind
ungan 
Anak 
dari 

Kekera
san & 

Eksploi
tasi 

 
 

 

Jumlah peserta yang 
mengikuti sosialisasi 
pengaruh Globalisasi 
ICT (Information 
Communication And 
Technology) 
 

100 
orang 

         

Pengembanga
n Sistem 
Pencegahan 
dan Fasilitasi 
Pendampingan 
Anak Korban 
Kekerasan dan 
Eksploitasi 
 
 
 

Jumlah Peserta Yang 
Mengikuti Sosialisasi 
Undang Undang RI 
No. 35 Tahun 2014 
Tentang 
Perlindungan Anak 
 
 
 
 
 
 

100 
orang 

205.000.000 - - 26.
53
% 

54.381.800 72,
44
% 

76.451.600 98,
93
% 

202.800.000 Kasi 
Perlind
ungan 
Anak 
dari 

Kekera
san 
dan 

Eksploi
tasi 
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NO 
PROGRAM/K

EGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

2019 Realisasi 

PPTK 
Target Anggaran 

TW I TW II TW III TW IV 

% Anggaran % Anggaran % Anggaran % Anggaran 

 Jumlah Peserta yang 
mengikuti Bimbingan 
Teknis Sistem 
Advokasi dan 
Layanan Anak 
Korban Kekerasan 
dan Eksploitasi 
 

100 
orang 

         

 Jumlah Peserta yang 
Mengikuti Sosialisasi 
Gerakan Aksi Anti 
Kekerasan dan 
Eksploitasi pada 
Anak 
 

200 
orang 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sesuai dengan Time Schedule dan hasil 

(outcome) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Tahun 2019 baik 

kegiatan bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien. 

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lamongan berupa kegiatan-kegiatan/ program yang dilaksanakan pada Tahun 2019 

dikategorikan sangat berhasil (realisasi anggaran 96,77 % dan realisasi fisik 100 %). Hal 

ini diketahui dari penghitungan dengan pengukuran skala ordinal (skala 85 – 100 = 

Sangat Baik/ Berhasil).  Pencapaian  kinerja  tersebut  menggambarkan  bahwa  

pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan telah dapat mendukung atau mencapai 

sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 2016 – 2021. Ini artinya 

kebijakan dan program yang dikerjakan bersinergi dalam melaksanakan tugas, pokok 

dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lamongan. 

Keberhasilan kinerja tersebut dikarenakan ada dukungan dana dari APBD, dan 

didukung SDM Aparatur serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berperan 

serta aktif dalam program-program perencanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak    Kabupaten Lamongan. 

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam LkjIP  

Tahun 2019  ini, masih terdapat beberapa kendala/ permasalahan adalah masih   

dijumpainya   kasus-kasus   kekerasan   dalam   rumah   tangga   yang menyangkut 

wanita dan anak-anak yang belum bisa didampingi, karena kurangnya dana dan tenaga 

khusus yang berkompetensi. 
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LAMPIRAN 

 

- MATRIK RENCANA STRATEJIKN (RS) 

- PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2019 

- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

- PENGHARGAAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MATRIKS RENCANA SRATEJIK (RS) 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  

KABUPATEN LAMONGAN 

 

No Uraian 
INDIKATOR 

KINERJA 
Rumus 

Kondisi 

Awal 

Tahun 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Targ

et 

Realisa

si 

Targ

et 

Realisa

si 

Targ

et 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 

1 Meningkatnya 

peran  

serta 

perempuan  

dalam 

pembangunan 

 

Indeks 

Pembangunan 

Gender (IPG)  

adalah indeks 

pencapaian 

kemampuan dasar 

manusia dilihat dari 

bidang pendidikan, 

kesehatan dan 

ekonomi dengan 

mempertimbangkan 

ketimpangan gender. 

IPG digunakan untuk 

mengetahui 

kesenjangan 

pembangunan 

1/3 [Xede(1) + Xede(2)  

+ Linc – Dist ] 

 

Xede(1)      = Xede 

untuk 

harapan 

hidup 

Xede(2)      = Xede 

untuk 

pendidikan 

Linc-Dist    = Indeks 

distribusi 

pendapata

n 

 

87.21 % 88.2

1 % 

- 88.7

1 % 

87.98 

% 

89.2

1 % 

88.00 

% 

89.71 

% 

- 90.21 

% 

- 90.71 

% 

- 



No Uraian 
INDIKATOR 

KINERJA 
Rumus 

Kondisi 

Awal 

Tahun 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Targ

et 

Realisa

si 

Targ

et 

Realisa

si 

Targ

et 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 

manusia antara laki-

laki dan perempuan. 

Kesetaraan gender 

terjadi apabila Nilai 

IPM sama dengan 

nilai IPG. 

 

 

2 Meningkatnya 

peran  

serta 

perempuan  

dalam 

pembangunan 

 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG)  

merupakan indikator 

komposit untuk 

melihat peran aktif 

perempuan dalam 

kehidupan ekonomi 

dan politik. IDG 

difokuskan pada 

partisipasi untuk 

mengukur 

1/3 (Ipar + IDM + linc-

dist) 

 

Ipar           = Indeks 

Keterwakilan 

di parlemen 

IDM         = Indeks 

pengambilan 

keputusan 

Iinc-dist    = Indeks 

distribusi 

pendapatan 

67.30 % 88.2

1 % 

- 

 

72.0

6% 

68.10 

% 

74.4

4 % 

67.95 

% 

76.82 

% 

- 79.20 

% 

- 81.58 

% 

- 



No Uraian 
INDIKATOR 

KINERJA 
Rumus 

Kondisi 

Awal 

Tahun 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Targ

et 

Realisa

si 

Targ

et 

Realisa

si 

Targ

et 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 

ketimpangan gender 

dalam partisipasi 

ekonomi dan politik. 

3 Meningkatnya 

perlindungan 

perempuan dan 

anak 

Persentase kasus 

kekerasan 

perempuan yang 

diselesaikan 

Jumlah kasus 
kekerasan perempuan 
yang diselesaikan 
dibagi jumlah  
pengaduan kasus 
kekerasan  
perempuan dikali 100 

6 % 10 % - 15 % - 20 % 38.1 % 25% 50 % 30 % - 35 % - 

Persentase kasus 

kekerasan anak yang 

diselesaikan 

 

Jumlah kasus 
kekerasan anak yang 
diselesaikan dibagi 
jumlah  pengaduan 
kasus kekerasan anak  
dikali 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 % 40 % - 40 % - 40 % 45.1 % 40% 109.52 
% 

45 % - 45 % - 



No Uraian 
INDIKATOR 

KINERJA 
Rumus 

Kondisi 

Awal 

Tahun 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Targ

et 

Realisa

si 

Targ

et 

Realisa

si 

Targ

et 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 
Target 

Realisa

si 

4 Meningkatnya 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak  

  

Persentase 

Partisipasi 

Perempuan di 

Lembaga 

Pemerintahan 

Jumlah perempuan di 
Lembaga pemerintah 
dibagi  
jumlah pekerja 
perempuan dikali 100  

5,04 % 5.09 
% 

13,51 
% 

5.14 
% 

20,69 
% 

- - - - - - - - 

Persentase 

Pendampingan 

Kasus Kekerasan 

pada Perempuan 

Jumlah perempuan 
kasus kekerasan 
terhadap  
 perempuan setiap 
tahun dibagi jumlah 
pengaduan  
 kasus kekerasan pada 
perempuan dikali 100  

6 % 10 % 52,63 
% 

15 % 56,76 
% 

- - - - - - - - 

Persentase 

Pendampingan 

Kasus Kekerasan 

Pada Anak 

Jumlah pendampingan 
kasus kekerasan 
terhadap  
anak setiap tahun 
dibagi jumlah 
pengaduan kasus 
kekerasan pada anak 
dikali 100  

37 % 40 % 11, 37 
% 

40 % 11, 88 
% 

- - - - - - - - 

 Persentase 

Partisipasi 

Perempuan dibidang 

Ekonomi Produktif  

 Jumlah pengembang 
usaha ekonomi 
produktif  
 dibagi jumlah 
perempuan dikali 100  

10, 87 
% 

11,3
7 % 

5,08 % 11,8
7 % 

5, 15 % - - - - - - - - 



DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA  

DINAS PP DAN PA KABUPATEN LAMONGAN 

BULAN DESEMBER TAHUN 2019 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada 

atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan 

sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, 

selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk 

menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan 

Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. 

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 pada bulan Desember ini disajikan beberapa 

kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan 

pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja. 

 

Dinas PP dan PA Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak 

lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan  Nomor 71 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai 

berikut: 

Tugas Pokok dan Wewenang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah; 

Fungsi  

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak;  

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak;  



c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak;  

d. Pelaksanaan administrasi Dinas; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 
A. PERJANJIAN KINERJA 

 
Sebagaimana  Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan 

Bapak Bupati Lamongan memuat 2 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja 

yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak kabupaten Lamongan. 

 

B. CAPAIAN KINERJA 

 
Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 

2019 sampai dengan bulan Desember : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1 

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja 

 

SASARAN/KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA  

Target 
tahunan 

Target per bulan 

 
Realisasi 
s/d Bulan 
Desember 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meningkatnya peran 

serta perempuan 

dalam pembangunan 

1. Indeks 

Pemberdaya

an Gender 

(IDG) 

76,82 % 
 

        
  

76,82 % 0 

Meningkatnya 

perlindungan 

perempuan dan anak 

2. Persentase 

kasus 

kekerasan 

perempuan 

yang 

diselesaikan 

25% 
 

 6%   12%   18% 
  

25% 50% 

 
3. Persentase 

kasus 

kekerasan 

anak yang 

diselesaikan 

40% 
 

 10%   20%   30% 
  

40% 109.52% 



C. EVALUASI  DAN  ANALISIS  KINERJA 

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis 

sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian 

dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut: 

1. Menyusun Rencana dan Program untuk meningkatkan peran serta perempuan 

dalam pembangunan dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 

2. Menyusun Rencana, melaksanakan koordinasi serta pendampingan dalam rangka 

Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerja persentase kasus 

kekerasan perempuan yang diselesaikan serta persentase kasus kekerasan anak 

yang diselesaikan. 

 

D. RENCANA TINDAK LANJUT. 

Dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan 

indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) agar mau meningkatkan 

kapabilitasnya dengan cara meningkatkan pelatihan perempuan. Melaksanakan 

koordinasi serta pendampingan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak 

dengan indikator kinerja persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan 

serta persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan dengan cara 

meningkatkan pendampingan korban kekerasan Perempuan dan Anak. 

 
 
E. TANGGAPAN  ATASAN  LANGSUNG. 

Laporan kurang baik 

Laporan sudah baik 

Laporan diperbaiki 

Target dan realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 









PENGHARGAAN 

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2019 
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